
4. Undang-Undang ........ 

1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Irain Barat dan Kabupaten­ 
Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ; 

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3651); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 
Bagi Provinsi Papua (Lembaran N~ Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran NC!JU9. Republik Indonesia 
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terak.hir 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran N~ Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran NC!JU9. 
Republik Indonesia Nomor 6697); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Kabupaten Biak Numfor tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan 
operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021; 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BIAK NUMFOR, 

Mengingat: 

Menimbang: 

TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR 
NOMOR 73 TAHUN 2021 

PROVINSI PAPUA 

BUPATI BIAK NUMFOR 



12. Undang-Undang ....... 

11. 

10. 

9. 

8. 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4355); 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembcntukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
bcbcrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

7. 

6. 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbcndaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

5. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. 
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18. Peraturan Pemerintah . 

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas sistem Keuangan untuk Penanganan Pandem.i 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ Atau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonom.ian Nasional Dan/ A tau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji 
Pegawai Negara Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 43); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 
Tentang Hak Keuangan/ Administrasi Kepala Daerah/ Wakil 
Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/ Bekas Wakil 
Kepala Daerah Serta Janda/ Dudanya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 ten tang 
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan 
Penanganan Corona Virus Disease (Covid 19) (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6487); 
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30. Peraturan Menteri . 

27. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
ten tang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Serita Negara 
Republilc Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 
tentang Pengutamaan Penggunaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja daerah (Berita Negara Republilc Indonesia Tahun 
2020 Nomor 581); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republilc 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Sarang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 

24. Peraturan Presiden nomor 17 Tahun 2019 tentang 
Pengadaan Sarang dan Jasa Pemerintah untuk Percepatan 
Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua 
Barat (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2019 
Nomor 60); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114}; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2020 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2020 Nomor 
2002, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia 
Nomor 4138); 
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(2) Pajak daerah . 

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf a dircncanakan sebesar Rp. l 14.336.438.804,00 yang terdiri atas: 
a. Pajak daerah; 
b. Retribusi daerah; 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; 
d. La.in-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Pasal 4 

a. Pendapatan asli daerah; 

b. Pendpatan transfer; 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar 

Rp. l.440.015.758.531,00 yang terdiri atas: 

Pasal 3 

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan 

daerah. 

Pasal 2 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

Pasal l 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH TAHUN 2022 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 
2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4) 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 4); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
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(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 12.176.617.408,00. yang terdiri atas: 
a. Pajak Hotel Rp. 1.000.000.000,00 
b. Pajak Restoran Rp. 2.821.580.578,00 
c. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya Rp. 80.900.000,00 
d. Pajak Warung dan Sejenisnya Rp. 74.589.000,00 
e. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya Rp. 981.638.284,00 
f. Pajak Hiburan Rp. 324.900.000,00 
g. Pajak Permainan Biliar dan Bowling Rp. 22.000.000,00 
h. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan 

Rp. 78.000.000,00 
i. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran 

(Fitness Center) Rp. 51.900.000,00 
j. Pajak Reklame Rp. 821.622.500,00 
k. Pajak Reklame Kain Rp. 57.600.000,00 
I. Pajak Reklame Berjalan Rp. 602.400.000,00 
m. Pajak Reklame Film/Slide Rp. 10.000.000,00 
n. Pajak Reklame Peragaan Rp. 5.622.500,00 
o. Pajak Penerangan jalan Rp. 2.000.000.000,00 
p. Pajak Parkir Rp. 500.000.000,00 
q. Pajak Air Tanah Rp. 62.000.000,00 
r. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 

Rp. 2.300.000.000,00 
s. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 

2.346.514.330,00 
t. BPHTB-Pemberian Hak Baru Rp. 549.992.001,00 

(2) Anggaran Retribusi.. .. 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp. 12.176.617.408,00 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 16.839.003.474,00 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) hurufd direncanakan sebesar Rp. 85.320.817.922,00. 

Pasal 5 
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Pasal 9 . 

a. Belanja operasional; 
b. Belanja modal; 
c. Belanja tidak terduga; dan 
d. Belanja transfer. 

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar 
Rp. l.473.515.758.531,00 yang terdiri atas : 

(2) Anggaran Pendapatan Lain -lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp. 29.093.200.000,00 yang terdiri atas: 
a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang­ 

Undangan Rp. 29.093.200.000,00 

Pasal 8 

Pasal 7 

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp. l.147.884.177.000,00 
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp. 148.701.942.727,00 

(1) Anggaran Pendapatan Tranfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp. l.296.586.119.727,00 yang terdiri 
atas: 

(2) Anggaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 16.839.003.474,00 yang teridiri atas 
a. Retribusi Jasa Umum Rp. 2.895.208.484,00 
b. Retribusi Jasa Usaha Rp. 1.938.794.990,00 
c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp. 12.005.000.000,00 

(3) Anggaran Laian-lain Pad Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp. 85.320.817. 922,00 yang terdiri atas : 
a. Jasa Giro pada Kas Daerah Rp. 3.000.000.000,00 
b. Pendapatan Bunga Rp. 5.500.000.000,00 
e, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 

Rp. 4.500.000.000,00 
d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 

Rp. 2.120.817.922,00 
e. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp. 70.200.000.000,00 

Pasal 6 
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(5) Belanja Modal ...... 

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana climalcsud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 10.019.886.400,00 

(3) Belanja Modal Peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanalcan sebesar Rp. 51.308.090.898,00 

(4) Belanja Modal Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
buruf a direncanakan sebesar Rp. 51.878. 937 .527,00 

(1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
huruf a direncanalcan sebesar Rp.189.119.150.634,00 yang terdiri atas : 
a. Belanja Modal Tanah 
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana diroaksud dalam Pasal 8 huruf 

a direncanakan sebesar Rp. l.032.248.500.097,00 yang terdiri atas: 

a. Belanja pegawai; 

b. Belanja barang dan jasa; 

c. Belanja bunga; 

d. Belanja subsidi; 

e. Belanja hibah; dan 

f. Belanja bantuan sosial. 
(2) Belanja pegawai sebagairoana climaksud pada ayat (l)huruf a 

direncanalcan sebesar Rp. 426.918.757.830,00. 
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b 

direncanakan sebesar Rp. 531.346.985.479,00. 
(4) Belanja bunga sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) c direncanalcan 

sebesar Rp. 2.200.000.000,00. 
(5) Belanja subsidi sebagairnana dimalcsud pada ayat (1) d direncanalcan 

sebesar Rp. o., 
(6) Belanja hibah sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) e direncanalcan 

sebesar Rp. 58.703.976.788,00 
(7) Belanja bantuan sosial sebagairnana dimaksud pada ayat (1) f 

direncanakan sebesar Rp. 13.078.780.000,00 

Pasal 10 

Pasal 9 
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(6) Penerimaan kembali . 

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagairoana dimaksud dalam Pasal 13 
huruf a direncanakan sebesar Rp. 69.070.000.000,00 yang terdiri atas: 
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 
b. Pencairan dana cadangan; 
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
d. Penerimaan pinjaman daerah; 
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; 
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) hurufa direncankan sebesar Rp.O 
(3) Pencairan dana cadangan sebagairoana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncankan sebesar Rp. 0 
(4) Hasil penjualan kekayaan dacrah yang dipisahkan scbagaimana dimaksud 

pada ayat (1) hurufc direncanakan sebesar Rp.O 
(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana diroaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp. 35.000.000.000,00 

Pasal 14 

a. Penerimaan pembiayaan; dan 
b. Pengeluaran perobiayaan 

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 
69.070.000.000,00 terdiri atas : 

(2) Belanja Tranfer dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp. 250.148.107.800,00 

Pasal 13 

(1) Anggaran Tidak Terduga dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 

Pasa112 

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan lrigasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.462.615.809,00 

(6) Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.449.620.000,00 

Pasal 11 
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(1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagairoana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (1) huruf a clirencanakan sebesar Rp. 0, yang tercliri atas: 
a. Pembentukan dana cadangan ; 
b. Ost (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan). 

(2) Pembentukan dana. . 

Pasal 18 

(1) Anggaran pengeluaran perobiayaan sebagairoana dima.ksud dalam Pasal 13 
huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.570.000.000,00 yang terdiri atas: 
a. Pembentukan dana cadangan; 
b. Penyertaan modal daerah; 
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 
d. Pemberian pinjaman daerah; dan 
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) huruf a 

clirencanakan sebesar Rp.O. 
(3) Penyertaan modal daerah sebagairoana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 570.000.000 
(4) Pemberian cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dima.ksud 

pada ayat (1) huruf c clirencanakan sebesar Rp. 35.000.000.000,-. 
(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp. 0). 
(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp. 0. 

Pasal 17 

(1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya 
sebagaimana climaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp. 0,- tercliri atas: 
a. Pajak daerah; 

Pasal 15 

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 35.000.000.000,00 

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana diroaksud pada ayat (1) huruf f 
direncanakan sebesar Rp. 0 
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7. Larnpiran Vil.. ..... 

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Be saran 
Bantuan Sosial; 

5. Lampiran V Daftar Nam a Penerima, Alamat Penerima dan Be saran 
belanja bagi hasil; 

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Be saran 
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 

Uraian lebih Janjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Biak Numfor ini terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut 
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan; 

3. Larnpiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran 
Hi bah; 

Pasal 21 

merupakan selisih penerimaan pembiayaan 
pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 

(2) Pembiayaan neto yang 
terhadap pengeluaran 
33.500.000.000,00 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja 
daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 0 

Pasal 20 

(1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0, yang terdiri atas: 
a. Pembentukan dana cadangan 
b. Dst (sesuai dengan rincian objek pada pembentukan dana cadangan). 

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 0 

Pasal 19 

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 0 

(3) Dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan). 
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SEMUEL RUMAIKEUW, SH 
PEMBINA TK. I 
NIP. 19730508 200110 1 004 

SERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021 NOMOR 73 
Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

Diundangkan di Biak 
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MARKUSO.MANSNEMBRA 

Ditetapkan di Biak 
pada tanggal 31 Desember 2021 

BUPATI BIAK NUMFOR 
CAP/TTD 

HERY ARIO NAAP 

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas 
Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemrintah Provinsi/Kabupaten/Kota 
pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang 
APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD 
dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. 

Pasal 22 
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 23 
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja 
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 24 
Peraturan Bupati Biak Numfor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Biak Numfor. 

12 


